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BUPATI PESISIR BARAT
 
PROVINSI L.AMPUlfG
 

PERATURAl'f DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR ;../ TABUN 2016 IQ 

tQ
TENTANG 

'0RETRIBUSI JASA USAHA 
15

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	 ~o 

'0 
'0BUPATI PESlSlR BARAT, 
10 
15a.	 bahwa retribusi daerah rnerupakan salah satu surnber 
iQpendapatan daerah yang penting guna rnernbiayai ---; 

pelaksanaan pernerintahan daerah dalarn rangka 
rneningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dan j()
kernandirian daerah; 

b.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat 
(1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 
Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang 
rnengatur tentang Retribusi Jasa Urnurn; 

c.	 bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
 
dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan
 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Urnurn.
 

1.	 Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
 
Legal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
 
Nornor 11, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
 
Indonesia Nornor 3193);
 

2.	 Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn
 
Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia
 
Tahun 1981 Nornor 76, Tarnbahan Lernbaran Negara
 
Republik Indonesia Nornor 3209);
 

3.	 Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang
 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
 
Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara
 
Republik Indonesia Nornor 4286);
 

4,	 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran
 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
 

5.	 Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang
 
Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 

6.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang , 
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Tahun 2009 Nornor I I, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

7.	 Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Petcrnakan dan Kesehatan 
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 84, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor SOIS); 

8.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nornor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5364); 

II. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana 
telah beberapa kali diubab dan terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nornor ;;679); 

12.Peraturan	 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Q2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5078); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 26, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornur 1) 

Tahun 2011 t~n(,lng Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 199); 
18. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 
sebagaimana tdah diubah beberapa kali, terakhir
 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 
2011 Nomor 310);
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
 
tentang Pedoman Teknis Pengelo1aan Barang Milik
 
Daerah;
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
 
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah
 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
 
2036);
 

Dengan Persetujuan Benama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN PESISIR BARAT
 

dan 

BUPATI PESISIR BARAT 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAJIf DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA 
USAHA. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

PasaJ 1 
DaJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1.	 Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 
2.	 Pemerintah Daerah adaJah kepaJa daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjad 
kewenangan daerah otonom. 

3.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4.	 Bupati adaJah Bupati Pesisir Barat. 
5.	 Pejabat adaJah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

6.	 Perangkat Daerah adaJah unsur pembantu kepala daerah 
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya cnstngxat AP13U adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

8.	 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adaJah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan, 
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9.	 Jasa Usaha adalahjasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Oaerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

10.	 Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan pcrundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
tennasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 

11.	 Subjek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha 
yang disediakan oleh Pemerintah Oaerah. 

12.	 Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 
Usaha Milik Oaerah (BUMO) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk Badan lainnya tennasuk kontrak 
investasi kolektif dan bcntuk usaha tetap. 

13.	 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Oaerah. 

14.	 Kas Daerah adalah Kas Oaerah Kabupaten Pesisir Barat. 
15.	 Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang 

menggunakan pasar dan perpasaran (pusat - pusat 
pertokoan/ perdagangan/ perbelanjaan dan pedagang 
umum lainnya atas jasa pcngaturan ternpai olch 
Pemerintah Oaerah) scbagai tempat melakukan kegiatan 
yang mencari keuntungan. 

16.	 Bangunan Pasar adaJah semua bangunan beserta 
fasilitasnya yang berada dalam areal pasar. 

17.	 Toko adalah ruang dagang yang bersifat 
pennanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat 
ditutup dan dibuka. 

18.	 Ruko adalah ruang dagang pennanen dan bertingkat 
yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai 
dasar sebagai tempal berdagang dan Jantai atasnya 
sebagai tempat tinggal. 

19.	 Gerobak adalah ternpat dagang berupa gerobak yang 
menggunakan roda dan dapat dipindahkan dari satu 
tempat ke tempat Jain. 

20.	 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 
yang bersifat sementara. 

21.	 Tempat Parkir khusus adalah tempat yang secara 
khusus disediakan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah yang meliputi pelarararr/Iingkungan parkir, 
taman parkir dan gedung parkir. 

22.	 Kendaraan adalah kendaraan berrnotor yang 
dipergunakan untuk tempat berdagang dan dapat 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

23.	 Penginapan adalah tempat yang disediakan olch 
Pemerintah Daerah untuk Illenginap/singgah. 

24.	 Tempat Pele1angan adaJah tempat yang digunakan untuk 
melakukan pelelangan segala jenis barang dan komoditi, 
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meliputi tempat pelelangan ikan yang terdiri dari tempat 
pendaratan ikan, derrnaga, penyelenggaraan pelelangan 
ikan, pelataran parkir, pengepakan dan lain sebagainya. 

25.	 Terminal adalah pemberhentian kendaraan guna 
menurunkan penumpang orang darr/atau barang. 

26.	 Hewan potong adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan 
babi. 

27.	 Rumah Pernotongan Hewan (RPH) adalah suatu 
bangunan dan/atau komplek bangunan dengan desain 
tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan 
hewan, selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas. 

28.	 Penonjolan ruang adalah penambahan ruang yang 
mengakibatkan dagangan berubahnya ruang tempat 
berdagang. 

29.	 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau 
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 
lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

30.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang 
menentukan besamya pokok Retribusi. 

31.	 Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 

32.	 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 
Retribusi atau sanksi adrninistrasi berupa bunga atau 
denda. 

33.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula: dari 
penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, 
penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

34.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan 
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pernenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

35.	 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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BABU
 
JENIS RETRIBUSI JASA UBARA
 

Pasal2 
Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 
a.	 Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b.	 Retribusi pasar grosir darr/ atau pertokoan, 
c.	 Retribusi terminal: 
d.	 Retribusi tempat khusus parkir; 
e.	 Retribusi tempat penginapan, pesanggrahanjvilla; 
f.	 Retribusi rumah potong hewan; 
g.	 Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; 
h.	 Retribusi penjualan produksi usaha daerah; 
I.	 Retribusi tempat pelelangan. 

BABIU
 
PRINSIP DAN SASARAN DALAl'tI PElfETAPAlI TARIF RETRIBUSI
 

Pasal3 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan 

pada tujuan untuk mernperoleh keuntungan yang layak; 
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara 
efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

BABIV
 
RETRlBU81 PBMAKAlAl'f KEKAYAAN DURAH
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal4 
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas 
pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah. 

Pasal5 
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan 

Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah, 
(2) Dikecualikan dan pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah 
fungsi dan tanah tersebut. 

Pasal6 
(1) Subjek Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikrnati pemakaian kekayaan daerah. 
(2) Wajib	 Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau 

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk me1akukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah. 
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Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal7 
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan 
jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Besarnya Tarif
 

PasalB 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BABV
 
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 

Pasal9 
Oengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Zatau Pertokoan dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan,' atau 
pertokoan. 

Pasal 10 
(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan adalah penyediaan 

fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasarI pertokoan 
yang dikontrakkan, yang disediakari/diselenggarakan oleh Pemerintah 
Oaerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) 
adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan Zatau dikelola oleh 
BUMN, BUMO, dan pihak swasta. 

Pasal 11 
Subjek Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan adalah orang pribadi atau 
Badan yang menggunakan atau mernakai fasilitas pasar grosir dan/atau 
pertokoan yang disediakarr/dikelola oleh Pemerintah Oaerah. 

Bagian Kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal 12 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tipe dan jangka waktu 
penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan. 

Bagian Ketiga
 
Tipe Fasilitas Pasar Grosir dan Zatau Pertokoan
 

Pasal 13
 
(1) Tipe fasilitas pasar grosir darr/atau pertokoan digolongkan dalam 4 (empat) 

tipe fasilitas. 
a. Fasilitas Tipe A adalah tipe bangunan yang .berdekatan dengan jalan 

Negara. 
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b. Fasilitas Tipe B adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan jalan 
Provinsi. 

c.	 Fasilitas Tipe C adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan jalan 
Kabupaten. 

d. Fasilitas Tipe D adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan jalan 
Desa/Pekon. 

(2)	 Penetapan Tipe Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada setiap pasa r 
yang ada ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal14 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi pasar grosir dan Zatau pertokoan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

5ABVI
 
RETRIBUSI TERMINAL
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal 15 
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas 
terminal oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 16 
(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk 

kendaraan penurnpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas 
lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah terminal yang disediakan, dimiliki, danj'atau dikelola oleh 
Pernerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, 

Pasal17 
(1)	 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakanrmenikrnati fasilitas terminal, 
(2)	 Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi terminal. 

Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan .Ia.sa
 

Pasal 18 
Tingkat pengunaan jasa Terminal adalah diukur berdasarkan jenis dan jangka 
waktu penggunaan fasilitas terminal. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Resarnya Tarif
 

Pasal19 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 
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BAB VII
 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARlOR
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal20 
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas 
pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal21 
(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus 

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Dikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dirniliki, dan /atau 
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal22 
(I) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan 

yang menggunakan/menikmati pemakaian tempat khusus parkir. 
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Eladan 

yang rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tempat khusus parkir. 

Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal23 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur 
berdasarkanjenis/tipe, volume dan waktu pemakaian tempat khusus parkir. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Besamya Tarif
 

Pasal24 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Daerah ini. 

BAB VIII
 
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN/VILLA
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal 25 
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggraharr/Villa dipungut atas 
pemakaian tempat penginapan milik Pemerintah Daerah. 

Pagal26 
(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan /Villa adalah pelayanan 

tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan Zatau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 
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(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMO, dan pihak swasta. 

Pasal27 
(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahari/Villa adalah orang 

pribadi atau Badan yang menggunakan/rnenikmati pelayanan ternpat 
Penginapan yang disediakan, dirniliki dan/atau dikelola oleh Peruerintah 
Daerah. 

(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan, PesanRRmhanjVilla adalah orang 
pribadi atau Badan yang menurut kctentuan peraturan perundang
undangan Retribusi diwajibkan untuk rnelakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pernungut atau perno tong retribusi ternpat Penginapan, 
Pesanggrahan/Villa. 

Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal 28 
Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan diukur berdasarkan jerus 
fasilitas, lokasi dan jangka waktu pernakaian tempat penginapan. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Besamya Tarif
 

Pasal29 
Struktur dan besamya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggranan/Villa, 
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BABIX
 
RETRlBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal30 
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai 
pernbayaran atas fasilitas rumah potong hewan. 

Pasal31 
(1) Objek Retribusi Rurnah Potong Hewan ada1ah pelayanan penyediaan 

fasilitas rurnah pernotongan hewan ternak termasuk pelayanan 
perneriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 
disediakan, dirniliki, darr/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan penyediaan fasilitas rurnah pemotongan hewan ternak 
yang disediakan, dirniliki, dan Zatau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta. 

Pasal32 
(1) Subjek Retribusi Ruman Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan 

yang menggunakan/menikmati pemakaian rumah potong hewan. 
(2)	 Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan 

yang rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusl, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi rumah potong hewan. 
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Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal33 
Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jerns 
pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Besarnya Tarif
 

Pasal34 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

BABX
 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAR RAGA
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal35 
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas 
pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki 
darr/atau dikelola Pemerintah Daerah. 

Pasai36 
(1)	 Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, danj atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 
disediakan, dimiliki, dari/utau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, SUMD, dan 
pihak swasta. 

Pasa137 
(1)	 Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakarr/menikmati pelayanan tempat rekreasi, 
pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau 
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, tennasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 

Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal38 
Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan 
frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan 
olah raga dikalikan dengan tarif. 
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Bagian ketiga
 
Struktur dan Besarnya Tarif
 

Pasal39 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BABXI
 
RETRIBU81 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal40 
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 

Pasa141 
(1) Ohjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjua1an hasil 

produksi usaha Pemerintah Daerah. 
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta. 

Pasal42 
(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi 

atau Badan yang menggunakanjmenikmati hasil penjualan produksi usaha 
daerah. 

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut kctentuan peraturan perundangundangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan .Jasa
 

Pasal43 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah 
diukur berdasarkan jenis tipe dan jumlah produksi usaha daerah yang dijual. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Besamya Tarif
 

Pasal 44 
Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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BAS XII
 
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
 

Bagian kesatu
 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 

Pasal 45 
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pele1angan yang secara 
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasa] 46 
(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat 

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk 
me1akukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk 
jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk 
dijadikan sebagai tempat pele1angan. 

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki danj atau dikelola 
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal47 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pe1ayanan ternpat pelelangan dari Pemerintah 
Daerah, 

(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang 
merrurut ketentuan peraturan pcnmdang-undangan retribusi diwajibkan 
urituk melakukan pembayaran retribusi, tcrruasuk pemungut retribusi 
tempat pe1elangan. 

Bagian kedua
 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 

Pasal48 
Tingkat penggunaan jasa atas pe1ayanan penyelenggara pe1e1angan di Tempo! 
Pelelangan, dihitung berdasarkan persenrase dari nilai harga juaI hasil 
pele1angan pada waktu terjadinya pelelangan. 

Bagian ketiga
 
Struktur dan Besamya Tarif
 

Pasal49 
Struktur dan besaran tarif retribusi untuk jasa atas pelayanan penyelcnggara 
pelelangan di tempat peJelangan ditetapkan sebesar 1.1 % (satu koma satu 
persen) dari harga transaksi penjualan, dengan ketentuan : 

a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen] dipungut dari penjual; 
b. sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) dipungut dari pembeli. 
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BABXIII
 
PENINJAUAN DAN PEMETAPAN TARIF RETRIBUSI
 

Pasal50 
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

BABXIV
 
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasal51 
Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah di tempat kegiatan 
pelayanan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat, 

BABXV
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
 

PENUNDAAN PEMBAYARAN
 

Pasa152 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa karcis atau Harga Tanda Masuk (HTM), kupon, dan kartu 
berlangganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor 
secara brute ke Kas Daerah 

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasa153 
(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas. 
(2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) han sejak terbitnya SKRD 
atau dokumen lainnya yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan 
penundaan pernbayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan 
Bupati. 

Pasal54 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 

Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan. 
(3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan-alasan yang jelas. 
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
 
pelaksanaan penagihan retribusi.
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Pasal55 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima harus mernberi Keputusan atas keberatan yang 
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukurn bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang 
diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang. 

(4) Apabilajangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak rnernberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal56 
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BABXVI
 
PENGEMBALIAl'f KELBBIHAN PEIIBAYARAN
 

Pasal57 
(l)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan 

pennohonan pengembalian kepada Bupati. 
(2)Bupati	 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan. 

(3)Apabila	 jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan 
pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4)Apabila	 wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian ke1ebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (dual bulan,Bupati memberikan irnbalan bunga setinggi-tingginya 
sebesar 2% (dua persen] setiap bulan atas keterlambatan pernbayaran 
kelebihan pembayaran retribusi. 

(7) Tata C!U"9. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAS XVII
 
PEIfAGDIAlf
 

Pasa158 
(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
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(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahuIui dengan surat teguran. 

(3)	 Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/ peringatan/ 
surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang 
terutang. 

(5) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ peringatan/ surat lain yang 
sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXVIU
 
PENGURAIfGAN. KERINGANAN. PENUNDAAN.
 

DAB PEMBEBASAB RETRIBUSI
 

Pasal59 
(1)	 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan 

pembebasan retribusi kepada wajib retribusi. 
(2)	 Pemberian pengurangan, keringanan , penundaan, dan pembebasan 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan 
memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain 
diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pernbebasan 
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXIX
 
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN
 

PENGHAPUSAB PlUTABG RETRlBUSI YANG KEDALUWARSA
 

Bagian Kesatu
 
Kedaluwarsa Penagihan
 

Pasal60
 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

me1ampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) 
tertangguh jika ; 
a.	 diterbitkan Surat Teguran; atau 
b.	 ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik Iangsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut, 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi, 
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Bagian Kedua
 
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
 

Pasal61
 
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

BABXX
 
INSENTIF PEMUNGUTAN
 

Pasal62 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif 

atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(3)	 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang ber1aku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BABXXI
 
PEMBUKUAlf DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI
 

Pasal63 
(l)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan retribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 
a.	 memperlihatkan dan{ atau meminjamkan buku atau catatan dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek retribusi yang terutang; 

b.	 memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan{atau 

c.	 memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3)	 Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

BABXXII 
PENYlDIKAN 

Pasal 64 
(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
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a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
Iaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e.	 mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g.	 menyuruh berhenti danjatau mclarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
yang dimaksud pada huruf e; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah; 

i.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J.	 menghentikan penyidikan; danjatau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat(l), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang 
Hukum Acara Pidana. 

BAB:xxn1 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal65 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

BABXXIV 
KETENTUAB PIDANA 

Pasal66 
(1) Wajib	 Retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya sehingga 

rnerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama J 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi 
terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
negara. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
pelanggaran. 



BABXXV
 
KETENTUAlI PERALJHAl'f
 

Pasa167 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat 
ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang, 

BABXXVI
 
KETENTUAlI PENUTUP
 

Pasal 68 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir 
Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis 
Peraturan Daerah Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 69 
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal70 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat, 

2016 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal 'loB - \17 _ 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KAB TEN PESISIR KARAT, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR KARAT TAHUIf 2016 
NOIIOR 'J-{ 

NOIIOR REGISTER PERATtJR,AN DAERAH KABUPATEN PESISIR KARAT 
PROVINSI LAMPUl'IG NOIIOR: t9/PSB/2016 



PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAN D~RAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 
NOMOR Z1 TAHUN 2016
 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 

I. UMUM 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan 
jenis dan melakukan pemungutan Retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang, Pemberian kewenangan kepada Daerah 
untuk melaksanakan pemungutan Retribusi diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dan 
pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat. 

Materi muatan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah terdiri dari: 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b. Retribusi pasar grosir darr/atau pertokoan; 
c. Retribusi terminal; 
d. Retribusi tempat khusus parkir; 
e. Retribusi tempat penginapan, pesanggrahan/villa; 
f. Retribusi rumah potong hewan; 
g. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; 
h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah; 
I. Retribusi tempat peleJangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
Cukup jelas. 

Pasal2 
Cukup jelas. 

Pasa13 
Cukupjelas 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Cukup jelas. 

Pasall0 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasa112 



- 21 

Pasal13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas, 

Pasal15 
Cukup jelas. 

Pasal16 
Cukup jelas. 

Pasal17 
Cukup jelas. 

Pasal18 
Cukup jelas. 

Pasal19 
Cukup jelas. 

Pasa120 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukup jelas. 

Pasa122 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Cukup jelas. 

Pasa124 
Cukup jelas 

Pasal25 
Cukup jelas. 

Pasal26 
Cukup jelas. 

Pasal27 
Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal29 
Cukup jelas. 

Pasal30 
Cukup jelas. 

Pasa131 
Cukup jelas. 

Pasa132 
Cukup jelas. 

Pasa133 
Cukupjelas 

Pasal34 
Cukup jelas, 

Pasa135 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal37 
Cukup jelas. 

Pasal38 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas, 

Pasal40 
Cukup jelas. 
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Pasa141 
Cukup jelas. 

Pasal42 
Cukup jelas. 

Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasa144 
Cukup jelas. 

Pasal45 
Cukupjelas 

Pasal46 
Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukup jelas. 

Pasal48 
Cukup jelas. 

Pasal49 
Cukup jelas. 

Pasa150 
Cukup je1as. 

Pasal51 
Cukup jelas. 

Pasal52 
Cukup jelas. 

Pasal53 
Cukup jelas. 

Pasal54 
Cukupjelas 

Pasal55 
Cukup jelas. 

Pasal56 
Cukup jelas, 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal58 
Cukup Jelas. 

Pasal59 
Cukup jelas. 

Pasal60 
Cukup je1as. 

Pasa161 
Cukup jelas. 

Pasal62 
Cukup jelas. 

Pasal63 
Cukup jelas. 

Pasal64 
Cukup jelas. 

Pasal65 
Cukup jelas, 

Pasal66 
Cukupjelas 

Pasa167 
Cukup jelas. 

Pasal68 
Cukup jelas. 
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Pasal69 
Cukup jelas, 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

TAMBAHAIf LEMBARAN 
2016 NOMOR '4 

DAERAH KABUPATEN PESISlR BARAT TABUK 
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LAMPIRAN J : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR 2-1 TAHUN 2016 
TANGGAL fJ..i, - to _ 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

No Jenis Objek Tipe Tarif (rupiah) Frekuensi 
1. Pemakaian lapangan 

sepak bola 
250.000 Per hari 

2. Pemakaian tanah 
untuk usaha keciI 

2.500 Per m 2 J 
tahun 

3. Pemakaian tanah 
untuk BTS Seluler dan 
menara lainnva 

M2 14.000 Setiap tahun 

4. Pemakaian Bangunan/ 
Ruanzan/ Gedunz 
- Gedung Serba Guna 

Labuhan .Jukunz 
500.000 

---

Per hari 

- Gedung Wanita 250.000 Per hari 
- Gedung Balai 

Kecamatan 
150.000 Per hari 

5. Pemakaian 
Kendaraan, Alat 
Pertanian, dan Alat 
Bernt 

- Dump truck Besar 500.000 Per hari 
-Dump truck KeciI 300.000 Per hari 

- Bulldozer 1.000.000 Per har 

- Mesin gilas wales 10 ton 400.000 Per hari 
- Ferry wheel loader 500.000 Per hari 
- Motor grader, shovel 600.000 Per hari 
- Genset 30 VA 200.000 Per hari 
- Stone-crusher 12.500.000 Setiap bulan 
- Hand tractor 2.500.000 Setiap tahun 
- Excavator 1.500.000 Per hari 
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR U TAHUN 2016 
TANGGAL ~ - (t> • 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 

No 
Penyediaan 

Fasilitas Tipe Tarif (rupiah) Keterangan 

l. Ruko Tipe A 150.00C 

75.000 
135.000 

65.000 

90.000 

45.000 

61.000 

30.000 

Per m 2jtahun 

Per m 2/tahun 

Per m 2/tahun 

Per m2/tahun 

Per mZjtahun 

Per m2/tahun 

Per m2/tahun 

Per m2/tahun 

2. Taka Tipe A 

~. Ruko Tipe B 

~. Taka Tipe B 

5. Ruko Tipe C 

~. Toka Tipe C 

7. Ruko Tipe D 

~. Taka Tipe D 
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LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR 2.( TAHUN 2016 
TANGGAL lS - (0 _ 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI TERMINAL 

a. Tempat parkir : 

Jenis Kendaraan Tarif (Rupiah) Frekuensi 

a. Motor 
b. Angkutan pedesaarr/rnobnil 

minibus 
c. BusAKDP 
d. BusAKAP 

LODe 

2.000 

4.000 
6.000 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 
Sekali masuk 

1 . alan tempatd. Pemakai dan IiasiTitas am: 
Pemakaian Tempat Tarif (Rupiah) 

a. Tempat kegiatan usaha berupa 
kantin terminal, kios 

126.000 

b. Fasilitas Lain: 

I 

1) Loket 
2) we Umum 

1.260.000 

1. Mandi 2.000 
2. buang air kecilybesar 1.000 

Frekuensi "] 

/m2/tahun 

/unit/tahun 

Sekali 
Sekali 

I 
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAII KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR 7-( TAHUN 2016 
TANGGAL ~ • U> - 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

! No. 

I 

JENIS 
TEMPAT 
PARKIR 

JENIS KENDARAAN 
BERMOTOR TARIF 

(Rupiah) FREKUENSI 

1. Pelatararr/ 
Linzkunzan 

a. Roda dua 1.000 Sekali parkir 

b. Roda ernpat 2.000 Sekali parkir 
c. Roda lebih dari 

Emoat 
4.000 Sekali parkir 

2. Taman 
a. Rodadua 2.000 Sekali parkir 

---1 
b. Roda emoat 3.000 Sekali oarkir 
c. Roda lebih dari 

empat 5.000 Sekali parkir 

3. Gedung a. Roda dua 1.000 Setiao 2 iam 
b. Roda ernpat 2.000 Setiao 2 iam 
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LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR ?-I TAHUN 2016 
TANGGAL 'l.S - te : 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHANjViLLA 

No. Jenis Tempat Tarif (Rupiah) Frekuensi 
l. Cottage Labuhan Jukung 275.000 Harijkamar 
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LAMPlRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR 2{ TAHUN 2016 
TANGGAL : 2.8. co ~ 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

No. Jenis Pelayanan 

I 

I. Pemeriksaan 
kesehatan hewan 
ternak 
sebe1um dan 
sesudah 
diootonz 

2. Pemakaian 
Kandang 

3. Pernakaian 
Tempat 
Pemotonaan 

4. Pemakaian 
tempat pelayuan 
Dalring 

5. Pemakaian 
Angkutan 

Jenis Ternak 

a. Sapijkerbau 
b. Babi 
c. Kambingjdomba 

a. Sapijkerbau 
b. Babi 
c. Kambing/domba 
a. Sapijkerbau 
b. Babi 
c. Kambina/oomba 
a. Sapijkerbau 
b. Babi 
c. Kambine/domba 
a. Sapi/kerbau 
b. Babi 
c. Kambinz/domba 

Tarif 
(RuPia l1) 

Frekuensi 
-

5.00C 
S.OOC 
2.50C 

jekor 
jekor 
jekor 

4.50C 
5.000 
2.50C 

jekorjhari 
jekorjhari 
/ekor/hari , 

3.50C 
3.500 
1.00e 

jekorjhari 
jekorjhari 
'tekorlhari 

2.00C 
1.00e 

500 

/ekor/hari 
/ekor/hari 
/ekor/hari 

1.000 
1.000 
1.000 

/km/ekor 
jkmjekor 
'/km/ekor 
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LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR ){ TAHUN 2016 
TANGGAL ~g - co • 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

No 

1. 

Jenis PcIayanan 

Ternpat Pariwisata: 

Tarif (Rupiah) 
Anak-anak Dewasa 

Frekuensi 

Pantai Labuhan 
Jukung; 

2.000 3.000 Perorang/ seka 
i masuk 

2. Kendaraan masuk 
kawasan wisata: 
a. Kendaraan bermotor 

roda Iebih dari 
4(empat). 

b. Kendaraan berrnotor 
beroda 4 (empat). 

c. Kendaraan bermotor 
roda 2 (dua) 

7.000 

5.000 

3.000 

Seka1i masuk 

Sekali masuk 

~eka1i masuk 
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LAMPlRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR 21 TAHUN 2016 
TANGGAL '2...tl - to - 2016 
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI TJSAHA DAERAH. 

No. Jenis Barang Produksi Volume Tarif (Rupiah) 

1. Hasil Perkebunan 

- Kopi /kg 12.50 
- Damar k 20.00 
Bibit Perikanan 

/ekor -tkan Mas ukuran 1 - 2 em 
kan Mas Ukuran > 2 -- 3 em /ekor 

l

kan Mas Ukuran > 3 - 5 em /ekor 
kan Mas Ukuran > 5 - 7 em /ekor 
kan Nila Ukuran 1 - 2 em /ekor 
kan Nila Ukuran > 2 - 3 em /ekor 
kan Nila Ukuran > 3 - 5 em /ekor 
kan Nila Ukuran > 5 - 7 em __/ekor 
KOMPOS 

_. - - _.. '----

Pupuk Kompos /kg 350 
.' 

I 
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